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PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 35 Tahun 2co?

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI LANGKAT

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 57,58,59
dan 60 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kal?upf:lten
Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat dengan
Peraturan Bupati;

Menimbang

Mengingat + 1. Undang — undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );

2. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok —
Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.  Undang - 'Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3478):

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);




10.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak
Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2935},

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dan
Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 );

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007

tentarig Pembentikan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat.

MEMUTUSKAN
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Langkat;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

1.
2.
3

4,
5.

pemerintahan daerah;

i Bupa:ti adalal_l Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
Wakil B}.lpa'[l adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;



Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan

6.

Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langka.t;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerint,

Perkebunan Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;

11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Langkat.

ah Dinas Kehutanan dan

BABI1
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
Kepala Dinas;

Sekretariat,

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;

Bidang Usaha Tani dan Produksi;
Bidang Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan;

Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan;
Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

R e fo o R

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala [?inas. Kehutanan dan  Perkebunan mempunyai tugas memimpin,
mengkoordu.lafukan mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintah
kabupaten dibidang kehutanan dan perkebunan serta tugas lain dan tugas pembantuan

YDEE;% ELﬂiberikan oleh pemerintah atasan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris

Pasal 4

ILIJgLﬂ; mr:;(:lriny?f;lggéa:rakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas

a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibidang kehutanan dan
perkebunan;

b. memim]?in, men gkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan dinas;

c. memberikan informasi mengenai situast kehutanan dan perkebunan,’ saran dan

pertimbangan kepada Bupati sebagal bahan untuk menentukan kebij
membuat keputusan; an kebijaksanaan atau




d. mengadakan kcbijaksanaan pimpinan dan monitoring terhadap kegiatan kehutanan

dan perkebunan; '
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati; .
f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Kehutanan dan

Perkebunan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Qekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dibidang pembinaan ketatausahaan, yang meliputi kegiatan dibidang umum
dan tata laksana, perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan kepegawaian ,

menyiapkan dan menghimpun Renstra, Renja dan Lakip, keuangan dan perlengkaPar}
serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas, menata organsiasl

dan seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat

mempunyai fungsi : :
. melakukan urusan umum, yang meliputi administrasi surat keluar dan surat masuk,
- urusan kearsipan dan ekspedisi, pengaturan dan pemeliharaan peralatan /
perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;

b. mengumpulkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan
perundang — undangan dibidang kepcgawaian dan mengelola administrasi
kepegawaian; _

c¢. menyiapkan dan menganalisa kebutuhan dan perlengkapan dinas;

d. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pengesahan anggaran (DPA), satuan
kerja pendapatan daerah (SKPD);

e. menyiapkan bahan perencanaan dan program kegiatan Sekretariat serta evaluasi dan
pelaporan;

f. Il?cnghimp}m hasil perencanaan dan program monitoring dan evalausi serta laporan
bidang — bidang; .

g. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;

h. mengkoordinir penyusunan Renstra, Renjadan Lakip Dinas.

Pasal 7
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum,
b. Sub Keuangan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian U_murn mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat
menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;




(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum mempunyai fungsi :
a. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan — kegiatan tata usaha
serta memelihara perlengkapan operasional dan perlengkapan kantor;
¢. mengelola adminisirasi tentang kedudukan dan hak pegawai;
d. menyusun formasi pegawai dan pengembangan pegawai;
menyusun perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan, kebersihan dan
keamanan dalam lingkungan dinas;
mengumpulkan dan mengelola data untuk bahan penyusunan program,

merumuskan dan melaksanakan penyusunan program,
merumuskan dan membuat petunjuk teknis kegiatan, prosedur dan metode kerja;

melaksanakan ketatalaksanaan organisasi;
menghimpun Renstra, Renja dan Lakip dari bidang — bidang;
merumuskan dan melaksanakan pembinaan aparatur.

o

e

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang
pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan asli daerah (PAD);

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Keuangan mempunyai fungsi
a, menyusun dan menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan
kerja perangkat daerah ( SKPD );
b. melakukan verifikasi belanja dan pendapatan satuan kerja perangkat daerah
(SKPD );
menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD );
melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program;
menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan program;
memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris dalam bidang tugasnya;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

@ e oo

. Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 10

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Kehutanan dan P ibi
! erkeb
perlindungan tanaman perkcbunan. unan dlbidang pengembangan dan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tu 1 i
gas scbagaimana dimaksud pada asal 1
Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungin) : ’ 10, Bidang
a. pellllyt{spna.n Retunj_uk pf:mbinaan dan bimbingan, menyiapkan teknis intensifikasi
rehabilitasi, diversifikasi, perluasan / peremajaan tanaman, pengamatan peramalan’
pencegahan dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman; ’ ’




b." pelaksanaan pembinaan operasional intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi perluasan
/ peremajaan tanaman pengamatan, peramalan, pencegahan dan pemberantasan
organisme pengganggu tanaman perkebunan,

c. pemberian informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan
pengendalian organisme pengganggu tanamarn,;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, dibidang intensifikasi,
rehabilitasi, divesrifikasi perluasan / peremajaan tanaman pengamatan, peramalan,
pencegahan dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidangnya;

f menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengembangan dan
Perlindungan Tanaman.

Pasal 12

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Tanaman;
b. Seksi Perlindungan Tanaman.

Pasal 13

(1) Seksi Pengembangan Tanaman mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk
operasional pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penetapan ahan dan penyiapan
lahan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan peremajaan tanaman

perkebunan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengembangan Tanaman mempunyai fungsi

a. penyusunan standar penyiapan lahan;

b. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka intensifikasi, rehabilitasi,
diversifikasi, ckstensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan;

c. pelaksanaan dan pembinaan operasional dalam penetapan dan penyiapan lahan,
intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan ekstensifikasi dan peremajaan tanaman
perkebunan; o

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 14

() SekSI' Perllndung?.n Tanaman mempunyal tugas merencanakan dan melaksanakan
pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman
pengamatgn, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)’
konservasi tanah dan air serta pelestarian lingkungan hidup dibidang perkebunan; ,

2) Unll.lk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi : ,

a. penyusunan dan penyempurnaan standar perlind )
tanah dan air; p ungan tanaman serta konservasi
b. penyusunan petunjuk opetasi )
perasional penyelenggaraan pengendal i
pengganggu tanamar; g pengendalian organisme




c. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam perlindungan tanaman, pengaturan

i 1 ian 13 idup dibidang perkebunan;
konservasi tanah dan air serta pelestarian lingkungan h{dup ' ‘
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bagian Kcempat '
Bidang Usaha Tani dan Produksi

Pasal 15

Bidang Usaha Tani dan Produksi mempunyai tugas melaks_anakan sebagian tugas Dinas
Kehutanan dan Perkebunan dibidang usaha tani dan produkm perkebunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Usaha

Tani dan Produksi mempunyai fungsi .
a. perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha tant,

kelembagaan dan promosi serta penyajian informadi komoditi potensial;

b. perencanaan sarana ‘produksi, pengolahan hasil dan pemasaran serta pengawasan
mutu dan sertifikasi; ’ . .

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya, ' . '

d. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Usaha Tani dan

Produks:,

Pasal 17

Bidang Usaha Tani dan Produksi terdiri dari :
a. Scksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
b. Scksi Sarana Produksi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah data usaha tani dan produksi, menyusun rencana kerja peningkatan
kerjasama dan promosi, pengembangan usaha tani dan pengawasan usaha sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyiapan petunjuk pengembangan usaha perkebunan;

b. penyusunan dan penyiapan petunjuk kerjasama kelembagaan dan promosi;

¢. penyiapan petunjuk pembentukan dan kelembagaan petani pekebun, asosiasi dan
kemitraan;

d. penyusunan dan penyiapan petunjuk tata cara usaha dibidang perkebunan;

e. pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan, kerja sama kelembagaan dan
promost; :

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;

g. pelaksanaan klasifikasi kebun dan penetapan kelas kebun;

h. pelaksanaan pendaftaran usaha budi daya perkebunan dibawah 25 Ha dan usaha
industri pengolahan hasil perkebunan dibawah batas minimal sesuai dengan
peraturan,




Pasal 19

(1) Seksi Sarana Produksi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempupya.i tugas
mengumpulkan dan mengelola bahan / data dan menyusun rencana kerja meliputi
penetapan bahan tanaman dan sumber benih / bibit, penetapan bahan dan ala'lt — alat
mekanisme pengolahan dan pemasaran hasi] menyampaikan informasi harga

komoditi;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekst Sarana
Produksi, Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan penyiapan petunjuk tentang pengadaan bahan tanaman,
pengkajian penerapan peralatan dan mesin;
b. penyiapan petunjuk penetapan sumber benih / bahan tanaman, pedomap dan
pembinaan prototype alat dan mesin, teknologi terapan , penangkar benih dan
bibit tanaman perkebunan; N
c. inventarisasi dan pembinaan penangkar — penangkar benih / bibit komoditi

perkebunan; ' .
d. pendataan dan pendaftaran penangkar dan pembinaan tanda registrasi usaha

pembibitan ( TRUP);

e. rekomendasi bibit tanaman perkebunan dan pupuk bersubsidi;

f. pengawasan penyaluran bibit tanaman perkebunan dan penyaluran pupuk
bersubsidi;

g. penyusunan dan penyiapan petunjuk pembinaan dan pengawasan pengolahan
hasil perkebunan dan pemasaran hasil perkebunan;

h, penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan standarisasi mutu hasil dan
informasi pasar hasil perkebunan; -

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengolahan hasil, pasca panen, standar

) mutu hasil dan informasi pasar hasil perkebunan;

j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan mutu sertifikasi benih dan bibit,
penangkar benih dan bibit tanaman perkebunan, pengkajian penerapan peralatan
dan mesin perkebunan, serta bimbingan teknis dan penyebaran informasi
peralatan dan mesin perkebunan.

Bidang Kelima
Bidang Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi‘ Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas
membantu kepala dlpas dalam rangka melaksanakan perlindungan hutan, penyuluhan
pengamanan hutan, didalam maupun diluar kawasan hutan. ’

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud i
uk ~ me; ' pada pasal 20, Bidan
Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi : ¢
4. penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan tugas — tugas bidang RI.PPH;
b. pelaksanaan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, perlindungan hutan, penyuluhan

» I']. [~ 1




c. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan
meliputi pelaksanaan tata batas, pengelolaan dan pemanfaatan hutan;

d. penyelenggaraan inventarisasi, monitoring dan pengendalian lahan kritis, gangguan
keamanan hutan (perambahan, kebakaran, pencurian hasil hutan dan lainnya) baik
didalam maupun diluar kawasan hutan; o

e. penyelenggaraan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitas
tahan dan konservasi tanah, perhutanan sosial, kesufraan alam dan lebah madu serta
pemanfaatan hasil hutan baik didalam maupun diluar kawasan; : ’

f. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pengusahaan hutal?, pro_duk51 dan
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
diluar kawasan hutan konservasi,

g. penyelenggaraan bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan
terhadap sarana produksi, pengelolaan hasil hutan dan pemanfaatan bahan baku
industri baik kayu maupun bukan kayu; N

h. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan alat — alat kepolisian
khusus kehutanan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pengawasan
penggunaan tenaga teknis kehutanan dibidang rehabilitasi, perlindungan hutan
standarisasi; ' o

i, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan
fungsinya, o

j. penyusunan dan penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Rehabilitasi Lahan,
Pengendalian dan Perlindungan Hutan.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS);
b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Hutan.

Pasal 23

(1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perbutanan Sosial (RLPS) mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data dalam penyelenggaraan
reboisasi, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, inventarisasi lahan kritis dan
perbenihan hutan, pada daerah aliran sungai (DAS);

b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan
rencana jangka menengah dan tahunan dibidang RLPS.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
- Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sostal (RLPS) mempunyai fungsi : ’

a, menyeler}gg?trakan sosialisasi, bimbingan, pengendalian, pengawasan, evaluasi
dan' monitoring atas pelaksanaan kegiatan reboisasi, rehabilitast lahan, p’erhutanan
SOSIE.ﬂ, inventarisasi lahan kritis, penghijauan, stasiun pengamat arus sungai serta
kualitas benih / bibit, pupuk dan pestisida untuk budidaya kehutanan;

b. menyelengge}rakan evaluasi laporan dan melaksanakan proses pengesahan
rencana kerja tahunan (RKT) terhadap kegiatan rehabilitasi lahan maupun
perhutanan sosial yang akan dilaksanakan oleh HPH, HPHTI maupun komponen
masyarakat sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;

C. melaksanaj.lmn tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan
Pengendalian dan Perlindungan Hutan. ,




Pasal 24

i ;an dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas @ .
(1)’ S.e kif;;f;%ﬁﬁ:nn, mengolah dalg1 menyajikan bahan / d:&tta fhbldang pepg'endaﬁca:il;
perlindungan, penyuluhan dan pengamanan I}u.tan, meliputi standar perll?m'ainh o
dan fauna, pembinaan PPNS / personil polis! keh;ltaTafﬁgendataan asil hu
isterisasi dan pengawasan terhadap petugas pembua ;
b. :ﬁ%:fgumpulkaﬂ, I1?nel%g_olah dan menyajikan bahan / data dalam pengese;ian I;Pag
— [PKH, monitoring dan evaluasi laporan sosialisasl Pem,enuhan b Eclll?IPKH
industri dan persetujuan RPBI, bimbingan dan pengendalian behan baku di

dan persetujuan pengangkutan hasil hutan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
i i i fungsi :
Pengendalian dan Perlindungan Hutan mempunyat 1 .
a rgnenyelenggarakan penerbitan izin tangkap, 12 kun}ppl,.lzm _angkut fl(;n‘iu1 . ldan
' fauna yang tidak dilindungi undang - undang serta izin jasa lingkungan diiuar
kawasan konservasi; ' '
b. melaksanakan pengamanan kawasan hutan (fungsional dan gabungan) dal:l operasi
- pengamanan hutan khusus pembinaan, pemberdayaan, pengendahqn d?u;
pengawasan alat — alat kepolisian khusus kehutanan dan PPNS serta registrasl
pendataan pendistribusian, pengawasan / pelaporan peralatan dan perlengkapan
kepolisisan khusus kehutanan dan PPNS; _ o
C. mé)laksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang

tugasnya.

Bidang Keenam
Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan

Pasal 25

Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pengujian
hasil hutan, pengawasan tanda legalitas hasil hutan dan pemungutan penerimaan
kehutanan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Tertib

Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah serta
standar pelaksanaan tugas — tugas dinas dibidang pelaksanaan pengujian hasil hutan,

pengurusan tanda legalitas hasil hutan dan pemungutan penerimaan kehutanan dan
penertiban angkutan hasil hutan,

b. pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian serta pengawasan penerapan
standar peredaran hasil hutan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

¢. penyusunan rencana penerimaan iuran hasil hutan, pendapatan asli daerah, dokumen
peredaran hasil hutan, sesuai ketentian dan standar yang ditetapkan;

d. pengelolaan, pendistribusian dan pengendalian dokumen peredaran hasil hutan sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan;

€. penetapan pejabat pengelola dan penerbit dokumen peredaran hasil hutan, petugas
pengawas gudang hasil hutan, P2LHP dan P3KB penagih iuran kehutanan dan
penerbitan NPWPSHUT, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
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f. penyelenggaraan penyusuﬁan rekomendasi ekspor hasil hutan sesuai ketentuan dan

ditetapkan, e
e s g anaan pengenaan sanksi denda pelanggaran eksploitas, tata

. penyelenggaraan pelaks :
‘ ﬁsaﬁa kayu dan tata usaha iuaran hasil hutan sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan;
h. penyel;enggaram pengesahan penggunaan palu tok tanda pengenal perusahaan (TPP)

dan tanda legalitas lainnya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

i. penyelenggaraan penetapan pemberijan pelayanan dokumen peredaran hasil hutan

untuk industri pengolah kayu lanjutan dan gudang pengumpulan hasil hutan sesual

ketentuan dan standar yang ditetapkan; . o

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan

fungsinya; . '

k. menyusun dan menylap
Hutan,

kan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Tertib Peredaran Hasil

Pasal 27

Bidang Tertib Peredaran Hasil Hutan terdiri dari
a. Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan;
b. Seksi Pengujian dan Pemungutan Penerimaan Kehutanan

Pasal 28

(1) Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan
penyusunan standar pelaksanaan kewenangan dacrah kabupatep / kota serta
standar pelaksanaan tugas — tugas dinas dibidang penetapan PQ]abat pengelola
dan penerbit dokumen peredaran hasil hutan dan pejabat penerbit faktur angkutan
hasit hutan, pelayanan dokumen hasil hutan, penghapusan dokumen peredaran
hasil hutan, pelaporan penerimaan dan pendistribusian dokumen;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan
rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengurusan tanda legalitas hasil
hutan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanda

Legalitas Hasil Hutan mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar
tanda legalitas hasil hutan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

b. mempersiapkan pelaksanaan penetapan pejabat pengelola dan penerbit dokumen
peredaran hasil hutan, penerbit faktur angkutan serta petugas pengawas gudang,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

c. penylapan pelaksanaan pelayanan dokumen peredaran hasil hutan untuk industri
pengolahan kayu lanjutan dan gudang pengumpul hasil hutan, sesuai ketentuan
dan standar yang ditetapkan;

d. pelaksanaan penghapusan dokumen peredaran hasil hutan yang mengalami
pembatalan dan / atau kerusakan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

e. pelaksanaan pelaporan penerimaan, pendistribusian dan persediaan dokumen
peredaran hasil hutan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
penggunaan per set dokumen peredaran hasil hutan yang telah didistribusikan
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
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f. pelaksansan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanda
legalitas hasil hutan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

g. pemberian keterangan dalam rangka pemeriksaan / penyidikan penyalahgunaan
dokumen peredaran hasil hutan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Pasal 29

(1) Seksi Pengujian dan Pemungutan Penerimaan Kehutanan mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyempurnaan dan
penyusunan standar pelaksanaan tugas — tugas dinas dibidang penetapan pejabat
pengesah pelaporan hasil produksi, petugas pemeriksa penerima kayu bulat, pengesah
penggunaan palu tok tanda pengenal perusahaan, penetapan sanksi dan denda,
pembinaan dan pemungutan penerimaan  kehutanan, penerbitan NPWSHUT,
pemantauan tata usaha kayu (TUK) dan pelaporan pengujian hasil hutan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengujian dan Pemungutan Penerimaan Kehutanan mempunyai fungsi :

2. melaksanakan pengenaan sanksi administrasi dan denda atas pelanggaran
cksploitsi, tata usaha kayu dan tata usaha iuran kehutanan sesuai ketentuan dan
standar yang ditetapkan; '

b. melaksanakan penerbitan nomor pokok wajib setor iuran kehutanan (NPWSHUT)
bagi wajib bayar dan wajib setor (WBS) serta wajib pungut dan wajib setor
(WPS);

¢. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunan
rencang jangka menengah dan tahunan dibidang pengujian hasil hutan sesuai
ketentuan dan standar yang ditetapkan;

d. menyelenggarakan sosialisasi evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar
pengujian hasil hutan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penunjukan dan
penempatan pejabat pengesah laporan hasil produksi (LP2LHP) dan petugas
pemeriksa penerimaan kayu bulat (P3KB) serta pengesahan penggunaan palu
TOK tanda pengenal perusahaan (TPP), sesuai ketentuan dan standar yang
ditetapkan;

f mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk pembinaan,
pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengujian hasil hutan, sesuai ketentuan
dan standar yang ditetapkan; .

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesual bidang
tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah .pelaksanaan teknis Dinas Kehutanan dan
Perkebunan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan

dan Perkebunan,

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

an Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

(1) Kelompok Jabat
k sesuai bidang keahliannya;

fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompo
(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
(1) Hal — hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,

(2) Ketentuan mengenai tugas — tugas teknis operasional yang menjadi lingkup
kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Kepala Dinas;

(3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku lagi;

(4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.
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